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BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

bahwa penataan ketatalaksan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah
yang efektif dan efisien;

bahwa dalam Pasal 3 pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan
Instansi Pemerintah menyusun peta proses bisnis;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses
Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Menetapkan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomr 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomeor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten ‘Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUFATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Tegal.
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12.

Bupati adalah Bupati Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang
bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output
Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.

. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
11.

Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi
pemerintah daerah.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Manfaat Peta Proses Bisnis adalah :

a.

b.

mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan

memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkn dalam
mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 5

Prinsip Peta Proses Bisnis yaitu :

a.

b.

definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan,
serta keluaran yang jelas;

urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang
berurutan sesuai waktu dan ruang;



pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil
dari proses lintas unit organisasi;

keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait
dalam suatu struktur organisasi;

fungsi silang, yakni sutau proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi
dalam satu organisasi;

sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa
terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan

konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada
dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 6

Penyusunan Peta Proses Bisnis melalui 4 tahapan yaitu :

a.

tahap persiapan dan perencanaan yaitu melakukan inventarisasi rencana
kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran
instansi pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerja;

tahap pengembangan yaitu melakukan penyusunan peta proses bisnis
organisasi atau business process mapping;

tahap penerapan/implementasi yaitu meliputi pengesahan, pendistribusian,
penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan peta proses
bisnis, dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi
tatalaksana; dan

tahap pemantauan dan evaluasi yaitu memantau dan mengevaluasi relevansi
dan efektivitas peta proses bisnis terhadap kinerja instansi pemerintah oleh
unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, menggunakan
jenis gambar peta dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a.

b.

identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan
mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah;

analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar
kegiatan;

kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta
proses bisnis;

setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;

setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi
(cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta
unit organisasi; )

untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta
hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur
organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan

berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat
dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode),
kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.



Pasal 8

Peta Proses Bisnis menggunakan jenis gambar peta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 terdiri atas :

a.

b.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses
bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang
menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan
keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;

peta relasi (relation map) merupakan peta yang menggambarkan dan
menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang
tergambarkan pada peta proses bisnis; dan

peta lintas fungsi (cross functional map) merupakan peta yang
menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan
dan membentuk proses kerja.

Pasal 9

Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis mempedomani RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Kabupaten.

Peta Proses Bisnis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun
oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
ketatalaksanaan.

Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah.

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
disusun oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana.

Pasal 10

Peta Proses Bisnis Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (4} ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pada dokumen Peta Proses Bisnis dilaksanakan
secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

Dokumen Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan apabila terjadi
perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang
berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta
rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Mel 2p20

@UF’A’I‘I TEGAL, |,

UMI AZIZAH

Z

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Mel 2020

SEKRETARIS RAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 2y



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR S 2y TAHUN 2020
TANGGAL : Y MEI 2020

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

MISI KABUPATEN TEGAL
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BPBD
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